-1 Bentuk kesengajaan (dolus) yang disyaratkan oleh pasal 56 K.UH.P,
tidaklah dupat disimpulean dori keharusan tertuduh untuk menduga ateu

- mencurigat bahwa akan dilskukannya delik yeng dituduhkan, yang lebik
berbentuk kealpaan (culpaj,

2. Surqt Keputusan Menteri Keuangan tidak dapat dianggap sebagai
perubahart perundang-undangan menurut pesal 1 ayat 2 K.U.HP.

Putusan Mahlkamah Agung: tg. 25 Januari 1975 No. 25 K/Kr/1974.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

mengadiii perkars pidana dalam tirgkat kasasi telah mengambil putusan se-
bagai- berikut: -
© Mahkamsh Agung terssbut: _ T
Membaca putusan Pengadilan Ekonomi di Medsn tanggal 21 Juni ‘1968
No. 90/1968/K.E. dalam putusan mana tertuduh: a '
Drs. Hadisaputro, umur 44 tahun, lahir di Kutoarjo, tinggal di Jalan Badur
Medan, pekerjaan Brig. Jen. Polisi padaKomandak I Sumatera dj Medan,
sekarang tinggal di Kompleks Polri AS, Jalan Gatot Subroto Jakarta,
pekerjaan Stap pribadi Kapolri, Mabak di Jakarts;
penuntut-ikasasi;

yang disjukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di-
tuduly: _

Bahwa ia tertuduh dengan bekerja sama secara sadar dengan Komisaris
Polisi- Bonifacius Sishaan, Ajun Komisaris Besar Polisi Sjahfuddin Arsjad dan
seorang ‘pedagang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang -belum'lagl dapat
ditangkap ‘oleh sebab melarikan diri atau dengan ‘orang-orang lain, ‘ataupun
sendirisenditi, pada hari yang tidak dapat ditentukan tanggalnya ‘dengan’ pasti
di antara bulan Januari dan tanggal 17 Maret 1967, di Medan ataupun di tempat
Init di dalars Daerah Propinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan  atau
mengirimkan ataupun turut mengeluarkan/mengirimkan minyak nilam sebanyak
35 (tigapuluh lima) drum berisi kurang lebih 7000 liter, setidak-tidaknya lebih
dari 10 Kg. dari Daersh Pabean Republik Indonesia ke luar Negeri, di dalam hal

ini ke Malaysia, tanpa dilindungi oleh surat-surat yang syah (documenten douane
dan lain-lain} untuk ity yaitu ia tertuduh: '

le. telsh ikut serta di- dalam perencanaan perbuatan yang diuraikan di atss



2¢.  telsh menyuruh menyediakan alur untuk mengangkul barang tersebu
di utas.

3e.. - telah menyuruh melakukan pengawalun atus pengangkutan baram. bargng

: lcrscbut. .

4c Lc!ah mcmenmahkan Ailll’l Komisuris - Besar. Polisi D1, Aminudin Juhja

" untitk mcngeiu.\rkdn surat yang ujudnya memperlindungi pcn;,ang,l\uldn barang-
' barang itu,

“Pasal 25 I, 26, "6b Rec,htcn Ordonantie. Undang- Unddng No. 3"/1964
Jo. Undung- Unddng Darurat. No. 7 whun 1955 jo. Undang-Undang Danurat
No. 8 tahun 1958 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  No.

.~ Tahun [960 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 21 Tahun

1959 jo. 55 (1), 52 Kiwb Undang-Undang Hukum Pidang.

Subsidiair:

Bahwa ia tertuduh dengan bekerje suma secara sadus dengan Bonifacius
Siahaan danfatau dengan orang-orang lain waupun  sendiri-sendiri pada hari
yang tidak dapat ditentukan wnpgalnys dengan past di antara bulan Januari
dan tanggal 17 Maret 1967. sctidak-tidoknya dalam tahun 1967 di Medan atau
pun di tempat lain di dalam  Daecrah Propinsi Sumaters Utara, dengan. salah
memakai kekuaguan ataupun pengaruh/martabat yang ada padanya sebagai Kepala
Staf Komandak |- Sumatera alau dengun - memberi kesempatan, daya upaya
atzu keterangan sengaja tclah membujuk/tienggerakkan (uitlokken)  scorang
pedagang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarung belum lagi dapat ditangkap
karena melarikan diri. dunfatau orang-orang lain untuk mengeluarkan atau
mengirimkan minyak nilam scbanyak 35 (tigapuluh lima) drum berisi kurang
lebih 7000 liter. setiduk-tidakny: lebih dari 10 (sepuluh): kg dari- Daerah
Pabean Republik Indonesia ke luar Negeri. di dalam hal ini ke Malaysia, tanpa
dilindungi oleh surat-surat yvang syah (documenten douane dan lainsain) untuk
itu denpan jalanfears-cara schagaimana yany telah diuraikan pada tuduhan
Primair dan scbagai akibat duri bujukan tersebut Lie Shu Kie ataupun orang iain
lclah melakukan kejahutan tevsebut di dulum surat wuduhan primair,

 Pasal 25 1L 26. 26b Rechten Ordonantic, Undang-Undang No.l3"ll‘?64
io. Undang-Undung Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undang Darurat No. 8/1958

.- ju. Peraturan Pemerintah Pengganti Ummn;b Undang No. 1/1960.jo. -Peraturan

Pemerintah Pengganti- Undang-Undang No. 21/1959 jo. 55(2). 52 Kitah: Undang
Undang Hukum Pidana: b
Lebih Subsidiair: e i
Buhwa ia tertudub dengan bekerja-sama secara sadar dengan “Bonifacius
Siahaan,” Sjahfuddin Arsjad, Ashari. Muhammad Jusuf. Soeparman dan afau
dengan - orang-orang lain, atavpun sendiri-sendiri pada . hari vang tidak dapat
ditentukan tanggalnya dergan pasti di antara bulan Januarl dan tanggal 17
Maret 1967, setidak-tidaknya di dalain tahun 1967 di-Medan:
tempat lain“dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara. dengan’ sen;
membantu seorang bernama Lie Shu Kie yang sampai sekarang be um “lagi
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dapat ditungkap karena melarikan dirl, ataupun orang lain untuk- melakukan
suatu kejahatan. mengeluarkan/mmgmmkdn minyak nilam sebanyak 35 .(tiga-
putuh lima) drum berisi ‘kurang lebih 7000 liter. sctidak-tidaknya lebih -dari
10 (sepuluh) kg. dari Pabean Republik Indonesia ke luar Negeri, di dalam’ ha]
ini. ke -Malaysia. tanpa dilindungi oleh suratssurat - yang..syah (documemen
douane - dan  lain-lain) ‘untuk® tu™ dengan jalan  memberi kesempatan, daya-
upaya’ atau - keterangan ‘sebagaimana’ 'yang ~ sudah d:uraikan di dalam surat
tuduhan analr kepada .Lie Shu Kie, atqupun bamuan bantuan la.m selam dan
yang tersebut di .atas. .

Pasal ‘25 11,26, 26b Rechten Omomnnc Undanp Undang No. 3 1964
Jo. Und‘mg«Undang Darurat No. 7/1955 jo. Undang-Undeng Darurat-No. 8/1958
jo. ‘Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang . No. 1/1960: jo. Peraturdn
Pemerintah Pengganti .Undang-Undarg No. 21/1959 jo. 55, 56("). 52 KJtab
Undang-Undang Hukuny Pidana.

Lehih Subs;d;au' lagi: _ ' S '
Bahwa ia tertuduh ‘dengan bekcr]a sama secara: sadar dengan Bomfac:us

Siahaan, Muhammad Jusuf, Ashari. dan seorang pedagang bernama Lie* Shu-Kie

yang sampai- sekarang belum lagi dapat dxtangkap karena - melarikan .djr - telah

mengangkut ‘atau turut mengungkut atau dengan -salah melakukan’ kekuasaan:

atdu pengaruh yang ada padanya sebagai chala Staf Korandak I'Sumatera, atai
dengan memberi” kesernpatan. dayd-upaya sengaja telah membuguk atau meng-
gerakkan orang:lain “untuk -melakukan pengangkutan atau sengaja memben- :

bantuan kepada orang lain dalamt hal ini seorang bernama’ Lie: ‘Shu KJe yang
sampai sekarang belum lagi dapat ditangkap  karena: meiank' dm untuk_
mengangkut mmyak mlam sebanyaL 35 (i1gapuiuh hma} drum

Medan. Lubuk Pakam. Perbaungan Tebing nggl, Indrnpura Kisar

Kawat, Tanjung Balai. ‘Asahan. “yaitu daerah” pesisir- Sumater.t Timur dengan.

mempergunakan dua buah ‘motor truck’ Polisi masmg-masmg Pol. no. 001/552

tanpa dilindungi pcngangkulannya dcngm surat-sorat’ ldzm yang syah (konsen
18).

Pasal Surat Keputusan Mentari- Keuangan tangga! 17 \Iopember 1964_

Nu. 290607/LM. jo. 26b Rechten Ordonantic, jo. Undang- Undang Darurat

No. 7/1955 jo. Undang-Undanp Derurat No. 8/1958 ‘jo. Peraturzn. Pemenntah -

Pengganti Undang-Undang No. 1/1960:" jo. Peratufan. Pemerintah - -Pengganti

Undang-Unidang No. 2![1955 _]0 55/1 2) 56 52 Kttab Undang-Undang ‘Hukum
Pidana; :

telah d;bobaskan dari tisduhan pnma:r. subs:dmu' dan Iebuh subs;duur. sedang-i
tuduhan lebih ‘subsidiair -lagi digugurkan sepertx tercantum dalam putusan :

Pengaddan Neperi’ tersebu,t yang amar lengkapnva berbunyx sebaga: berikut:
Menyatakan, "bahwa kejahatan vang - -dituduhkan- “kepada tertuﬁuh

Hadisapoetro: tersebut di -atas. -dalam- tuduhan - primair;” su_bsnd:ai_pdan __leb_th'

Ja\
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(enam) bulan;

*. df tingkat-pertams dan di tingkat banding ini;

subsidiair tidak terbukti dengan. sah. dan meyakinkan;
Mﬁ;bebnkan tertuduh oleb karena itu dari . tuduhan-tuduhan tersebut (vrij-
tpraak); ' _
.Menyatakan, bahwa telah terbukti. dengan sysh dap meyskinkan, bahwa
tertuduh. tersebut di atas bersalah melakukan pelanggaran: _ _
Karena. kelataianrya menyureh orang lain untuk melakukan pengangkutam,
minyak nilam sebanyak lebih dari 10 kilogram melalui. jalan. umum . dari.
Medan menuju daerah pesisir Sumetera Timur .dengan’ mempergunakan: 2.
buah truck tanpa dilindungi pengangkutannya dengan surat-surat izin: yang
syah (konsen 18).
Menyatekan lagi, bahwa oleh karena sudah daluwarsa (verjaring) atas
perbuatan tersebut tidak dapat lagi diadakan tuntutan hukuman; : '
" Menyatakan gugur hak penuntutsn  hukuman tethadap perbuatan yang,

terbukti dilakukan tertuduh tersebut;

Memerintahkan Supaya suratsurat bukti yang dipakai dalam perkara inj
dilampirkan dalam berkas perkara kecuali diperlukan dalam perkara lain;
Membebankan ongkos-ongkos dalamr perkara ing kepada Negara;

| putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan
oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengnn putusannya tanggal 11 Oktober 1972
No. 7/1969 PTE Yang .amar lex_n_gkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Jaksa Ekonomi. di Medan dalam per-
kara tertuduh Drs, Hadisaputro; _

Membatalkan Keputusan Pengadilan Ekonomi di Medan, tanggal 21 Juni
1968 No. 90/1968/KE sepanjang mengenai tuduhan Lebih Subsidiair  dan
lebih, Subsidialr Lagi dan- ongkos. perkara; ' 3

. Menyatakan: perbuatan: tertuduh Drs. Hadisaputra. terhadap- tuduhan Lebi-
Subsidigir telah terbukti dengan sah dan meyakinkan yaitu: R
‘Dengan, sengaja membantu mengeluarkan barang-barang dari daerah. pabesn

- Indonesia. tanpa. dilindungi surat-surat yang sah; _
Menghukim dia oleh karena itu dengun hukuman penjara buat lamanya 6

~Menghukum lagt tertuduh tersebut membayar . ongkos-ongkos perkara ini

- Membenarkan Keputusan Pengadilan Ekonomi yang selebihnya;

-Mengingat: akan akta tentang pemuntutar kasasi No. 77/Kas1973 yang di-
buat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Medan yang menerangkan, bahwa
pada tanggal 20 Desember 1973 para penuntut kasasi Drs, Hadisaputro telsh
manggjukan permohonan kasasl terhaday, putusan Pongadilan Tinggl terscbut:

Momperhatikan risalah kasasi tertanggal 3" dad " D,

di kepaniterzan Pengadilan Negeri di Medan' padai tanggal 20 Desomy
Melihat - kesimpulan  tortulis dari Jaksa Agung tanggal 29 Agust 74




No. 40/1974» dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat
bahwa' ldrmya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;
" Meliliat surat-surat- yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu buhwa meskipun berdasarkan pasal 70 dard
Undang-Undang « No. 13 -tahun 1965 sejak  Undang-Undang tersebut mulai
berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia
{Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berfaku lagx, namun
baik karenz Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan,

susunan dan kekuasaan -Mahkamah Agung maupun karena Undang- Undang yang ’

' menurut pesal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih
lanjut - belum ada, maka ‘Mahkamah ‘Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari
Undang-Undang tersebut di ‘atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang
dinyatakan : tidak -berlaku itu - bukanlah- Undang-Undang ‘Mahkamah - Agung
. Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), dalam keselumhannya, melain-
kan khusus ‘mengenai kedudukan, susunan -dan kekuasaan’ Mahkamah Agung,
oleh karena mana hal-ha!l yang mengenat acara kasasi Mahkamah Agung masih
perlu menggunakan - ketentuan-ketenttan  dalam  Undang-Undang Mahkamah
Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tarsebut teiah dlbentahukan
kepada penuntut kasasi pada tanggal 17 Desember 1973 dan penuntut kasasi
telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 1973, serta
risalah kasasinya telah diterima di kepamteraan Pengadnlan Negeri di . Medan
pada’tanggal 20 Desember: 1973 itu juga, dengan demikian permohonan kasasi
tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalamn'tenggang: tenggang
dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mans permohonan kasnsi :
tersebut formil. dapat diterima; - '

Menimbang, bahwa kebemnn-kebcmtan yang diajukan penuntut kasas: pada'
pokoknys adalah sebagai berikut:

1. bahwa Xkeputusin Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan bertemangan
dengan hukum, karena keputusan Perigadilan Ekonomi di ‘Medan adalah suatu
pembebasan, yang tidak bisa ‘dibanding sebagaimana diatur di dalam - Undang-
Undang Darurat No, 1/1951 pasal 6 (2), Undang-Undang Darurat No. 7/1955 -
pasal 43° (1) dan Undang-Undang No. 14/1970 pasal 19, oleh karena mana :
Pengadilan Tinggl Ekonomi di Medan tidak berwenang mengadﬂi perkata ini
di tingkat banding.

2. Bahwa pengangkutan minyak nilam sepanjang pantai Sumatera udak lagi
merupakan tindak pidana - ekonomi, berdasarkan Surat Keputusan Menten Ke--
uangan tanggal 20 Oktober 1969 No. 735/1969, “di mana minyak nilam- tidak
disebut lagt dalam daftar nama’ bmng-barang yang : memerlukan konsen untuk
pengangkutannya’ apa}agi dalam_ suatu ‘wilayah propinsi; R -

© Menimbang, ‘bahwa atas. keberatan:keberatan yang - dia;ukan tersebut Mah-
kamah Agung berpendapat pada intinya sebagai berikut:® - N



Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan dalam putusannya tanggal 16 Sep-
tember 1972 No. 7/1969/PTE. antara lain menyatakan, bahwa berdasarkan
pertimba_ngan-pe:timbangan yang nanti diuraikan, pembebasan tertuduh olch
Pengadilan Ekonomi atas tuduhan Lebih Subsidiair, bukaniah merupakan pem-
bebasan yang murni, melainkan adalah pembebzsan yang berkedok;

bahwa disjukannya putusan Pengadilan Ekonomi yang bukan merupakan
Suatu pembebasan yang murni maupun_ suatu pembebasan yang ° berkedok
apabila ketentuan demikian ity didasarkan atas tidak adanya ‘kemungkinan
untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding " pada

- Pengadilan Tinggi Ekononi. dalam  perkara kejahatan-kejahatan ekonomi; se-
. hingga’ dipandang ‘perlu untuk mempergunakan konstruksi pembebasan yang
.. tidak murni, pembebasan yang berkedok ataupun pelepasan dari " tuntutan
_ hukum yang terselubung. : ’

“bahwa pembebasan yang tidak murni seperti tersebut- dalam putusan Penga-
dilan Tinggi Ekonomi di Medan seharusnya diartilan sebagai suatu keputusan
yang dinamakan pembebasan. akan tetapi vang tidak didasarkan atas tidak
nya terbukti dari suatu bagian dari tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa .
sehingga pembebasan dalam putusan yang bersangkutan semestinya bukanlah
merupakan suatu pembebasan:

bahwa adanya di antara pembebasan yang tidak murni terdapat suatu pe-
lepasan dari tuntutan hukum yang terselubung, karepa ia semestinya harus
merupakan suatu pelepasan dari tuntutan hukum yanp terselubung;

Ménimbang_bahwa di- samping itu suatu pembebasan yang berkedok me-
rupakan suatu pelepasan dari tuntutan hukum yang terselubung menurut Penga-
dilan pertama, yang dipandang oleh Pengadilan Banding scbagai suatu pem-
bebasan,_te_r_hadap_m_ana suatu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding
tidak dimungkinkan. : a

bahwa dengan demikiun sebutan pembebasan yang -tidak’ murni ataupun
pembebasan yang berkedok dalam ‘putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi tersebut
tidak "~ meliputi jalannya proses dalam perkara  dihadapan Pengadilan’. Tinggi
Ekonomi di" Medan yang memandang suatu tuduhan dalam hat ini -tuduhan -

»+Lebih subsidiair terbukti, sedangkan Pengadilan Ekonomi di Medan membebas-
kan terdakwa dari segala tuduhan; : C

~  Menimbang pula bahwa: :
A suatu kesimpulan tentang suatu pembebasan yang tidak mumi ataupun ‘ pem-
bebasan yang berkedok oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi-merupakan‘.jha'!-gyang
berlebih-ebihan diajukan, apabila kesimpulan itu didasarkan atas- spatu’ pan.
dangan, bahwa pembebasan dalam kejahatan ckonomi itu dapat .. dibandingkan;
“bahwa, baik putusan terscbut dilundaskan atas suatu pendaput, bgh 8, pem-
bebasan dalam kejahatan ekonomi itu dzpat dimohonkan banding,
pembebnsan--.demik_ian it tidak dapat dibandingkan, pada kcputu;_'s_q
dapat kekelituan pada Pengadilan Tinggi - Ekonomi di ‘Medan dalam
~ pai kesimpulan-kesimpulannya; A




Menimbang, bahwa:

me nurut Pengadilan Tinggi Ekonomi telah terbukt. ‘bahwa tertuduh mengetahui -
baliwa ,:Lie- Shu Kie ‘akan’ mengangkut” barang-b: fang’ dagangannya ke Bagan' .
Sia pi-Api, dan seharusnya tertudith telah menduga 5._at'a'u_.','_mgncurigai tidak ‘akan
menbawa  barang-barangnya “itu sampai ke Bagan - Siapi-Api saja melainkan .

akin membawanya terus ke liidr Negeri:

rahwa terhadap “tuduhan Lebih subsidiair _'."t:.e}'lhi':i_ér't:).ukti':':-:_ dengan sah dan -

me sakinkan, yaitu “dengan sengaja membantu i engeluarkan barang-barang darl .

dae ah pabean Indonesia tanpa dilindungi dengan surat-surat vang sah. -

Yahwa dengan demikian Pengadilar  Tinggi .lkonomi di Medan harus di-
angiap salah meneterapkan pasal 56 K.U.H.P., yzng mensyaratkan bahwa harus
ada kesengajaan untuk membantu delik yang'ditudukkan, sedangkan kesimpulan
bahva tertuduh harus menduga ataupun mencur.gai bahwa barang itu akan di-
keluirkan dari daerah pabean Indonesia itu, bersangkutan lebih-lebih -.dengan
bentuk culpa dari bentuk dolus yang disyaratkan oleh pasal 56 K.U.H.P.:

Minimbang bahwa Surat Keputusan Menteri Keuzngan tanggal 20 Oktober
1969 No. 735/1969, tidak dapat diangpa; sebagai perubahan perundang-undang-
an m-nurut pasal 1 ayat 2 K.U.H.P., maka dasar dari tuntutan Jaksa dalam
perkar 1 ini masih dapat dipergunakan,

Men'mbang, akan tetapi bahwa karena perbuatan yang dituduhkan ternyaa
sudzh }edaluwarsa, maka hal tuntutan hukuman harus dinyatakan gugur;

Meninbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mgh-
kamah ,\gung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Meuan
tanggal 16 September 1972 No. 7/1969/PYE, tidak dapat dipertahankan - lagi,
oleh karena mana harus dibatalkan: '

Menimbang bahwa karena putusan  Pengadilan Tinggi Ekonomi di Mecan =

tersebut dibatalkan, maka Mahkanh Agung -akan mengadili sendiri ‘perksara
tersebut; -

Memperhatikan pasal 21 Uniang-Undang Mahkamah A.gung Indonesia -d.an'.

pasal-pasal Undang-Undang yang hersangkutan:

MEMUTUSKAN

Meneiima permohonan kasasi dari penuatut kasasi: Drs. Hadisapiitro tersebut:
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Medan tanggal 16 Sep-
tember 1972 No. 7/1969/PTE; . L
Mengadili sendiri, o
Membebaskan Drs. Hadisaputro dari tuduhan priimair, $ubsidiair dan - lebih
subsidiair; ' . n
Menyatakan gugur hak tuntutan hukuman _terhadap perbua'tan_y'ang -di-
uduhkan lebih subsidiair lagi; ' '

Membeba:.kan biays perkara dalam semua tingkat peradiian kepada Negara, -

4



T

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu’ tang-
gal 25 Japuari 1975, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hard - it juga
oleh Prof. Oemar Seno Adji S.H.: Ketua, dengan dihadiri oleh Kabul Arifin S.H."
dan Busthanul Arifin’ S.H. Hakim.Hakim-Anggota, tidak dihadiri oleh - Sadili
Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan. dam dihadi:i oleh
Ny. Karlinan: ¢ 3uebroto 8.4, Panitere-Penggnnti Luar Biasa, serta. tidak di-
hadid-oleh- pcnuntutkasasi




